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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

A. Capaian Kinerja 

  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan suatu 

organisasi yang akuntabel untuk mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik 

(Good Governance). Akuntabilitas kinerja ini lebih difokuskan pada evaluasi kinerja 

yang bertujuan mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui analisis akuntabilitas kinerja yaitu :  

1. Keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi; 

2. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan pencapaian sasaran. 

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan 

strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Uraian dan analisis 

capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut: 

 

1. Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang perumahan melalui penyediaan 

data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relokasi 

program pemerintah provinsi. 

Capaian sasaran pada tahun 2020 telah memenuhi target indikator jumlah 

dokumen data awal untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi 

korban bencana  dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang 

terkena relokasi program pemerintah yang ditetapkan dan mencapai 100%. 

Kendala dan permasalahan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19 adalah 

perjalanan ke kabupaten yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar 

tertunda sementara. Hal ini dapat secara berangsur-angsur diatasi dengan 

penerapan protokol kesehatan. . Alokasi anggaran tahun 2020 adalah sebesar 

Rp.250.000.000,- dan setelah realokasi anggaran bertambah sebesar 

Rp.13.491.326 dengan realisasi sebesar Rp.263.491.326,- atau 99,86%. 

 

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum 

pada Kawasan Permukiman 

Untuk indikator kinerja panjang jalan dan drainase di kawasan 

permukiman tahun 2020 adalah sebesar 18.000 meter dengan capaian realisasi 

0 meter. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi covid-19, sehingga ada 
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kebijakan dari Pemerintah untuk refocusing anggaran guna penanganan wabah 

tersebut. Dimana pada APBD murni TA. 2020 awalnya dianggarkan sebesar 

Rp.38.512.193.708,33 berkurang Rp.38.483.075.708,33 dan menjadi 

Rp.29.118.000,- atau 0,08%. 

 

3. Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data 

pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman 

Pada Tahun 2020 target dari indikator kinerja jumlah ketersediaan lahan 

(Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebesar 

5.000 Ha dengan capaian realisasi 3.267,34 Ha atau 65,34%. Hal ini disebabkan 

karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut hanya bisa dilaksanakan 

untuk 4 (empat) Kabupaten saja yang seharusnya untuk 14 kabupaten/kota. Di 

samping itu ada beberapa instansi di Kabupaten yang membidangi pertanahan 

belum optimal dalam memberikan data yang diminta. Alokasi anggaran APBD 

Tahun Anggaran 2020 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar 

Rp.100.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.750.000,- atau 

99,75%.   

B. Realisasi Anggaran 

Pagu anggaran Disperkimtan sebelum realokasi sebesar 

Rp.48.778.308.458,33,-, sedangkan setelah realokasi sebesar 

Rp.8.103.932.479,00,- atau berkurang sebesar 83,38%. Dimana serapan 

anggaran belanja langsung secara total pada tahun 2020 sebesar 

Rp.7.864.568.164,00 atau 97,05%. Sedangkan realisasi anggaran dari program 

dan kegiatan utama (strategis) sebesar 99,85%. 

 

C. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut 

Permasalahan yang sangat menghambat pencapaian target indikator sasaran 

strategis serta realiasasi anggaran selama tahun 2020, yaitu meliputi: 

1) Kebijakan nasional dan daerah untuk realokasi dalam rangka refokusing 

anggaran pendukung sasaran strategis/IKU dalam upaya penanganan 

penyebaran pandemi Covid-19. 

2) Pembatasan interaksi dan kegiatan dalam rangka mencegah penyebaran 

pandemi Covid-19. 
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3) Terbatasnya anggaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk 

melaksanakan kegiatan inventarisasi dan koordinasi ketersediaan lahan untuk 

PSU. 

 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang 

akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain : 

1) Reformulasi target indikator kinerja utama menyesuaikan kondisi keuangan 

daerah; 

2) Optimalisasi pelaksanan kegiatan dengan penerapan protokol kesehatan yang 

ketat; 

3) Untuk kegiatan-kegiatan non konstruksi diupayakan memaksimalkan media 

teknologi informasi dalam pelaksanaan interaksi dan kegiatan, sehingga 

kegiatan dapat tetap terlaksana dengan mencapai hasil yang telah ditetapkan; 

4) Mengintegrasikan kewenangan, tugas dan fungsi pemerintah daerah bidang 

pertanahan pada program/kegiatan di dalam RPJMD dan RKPD. 



I-1 
    

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita 

berbangsa dan bernegara, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legimate demi terselenggaranya 

pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang 

merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan yang baik (good governance).  

Salah satu pilar sebagai elemen dasar dari kepemerintahan yang baik tersebut 

adalah Akuntabilitas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah adalah suatu perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 

Alat pertanggungjawaban tersebut adalah sebuah sistem yang diharuskan  kepada 

sebuah organisasi/perangkat daerah adalah berupa Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP), berdasar pada amanat Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, yang dijabarkan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang 

disusun oleh setiap tingkatan organisasi/perangkat daerah. Secara umum LKIP 

menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang 

ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran 

strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Hal 

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKIP adalah pengukuran kinerja dan 

evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. 
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Penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini 

bertujuan untuk: 

a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang 

telah dan seharusnya dicapai;  

b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya; 

LKIP DPKPP juga merupakan sarana pengukuran capaian kinerja pembangunan 

perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang 

termuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang pada tahun 2020 

dijabarkan dalam Renja PD DPKPP tahun 2020 dan DPA-SKPD TA. 2020. Dalam 

dokumen perencanaan dan penganggaran strategis tersebut diantaranya memuat 

rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaannya.  

1.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri atas: 

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1) Sub Bagian Penyusunan Program; dan 

2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian  

c. Bidang, terdiri atas: 

1) Bidang Perumahan, membawahkan: 

a) Seksi Perencanaan Teknis; 

b) Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal; dan 

c) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan. 

2) Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan: 

a) Seksi Pendataan; 

b) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; dan 

c) Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian. 

3) Bidang Pertanahan, membawahkan:  

a) Seksi Perencanaan dan pendataan; dan 

b) Seksi Manfaat dan Pengendalian 
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d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  

Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada gambar berikut : 

 

 

Gambar 1.1  Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan  Provinsi Kalimantan Tengah 

 

1.3 Tugas dan Fungsi 

Pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Provinsi 

Kalimantan Tengah  termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah, kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Gubernur 

Kalimantan Tengah Nomor  33  tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu 
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Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas  Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

1. perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

2. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program; 

3. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; 

4. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 

5. pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan 

permukiman dan pertanahan; 

6. pendukungan penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk 

yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan 

permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan 

kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 

7. peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan 

perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di 

kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; 

8. pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman; 

9. pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanahan; 

10. penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan 

11. penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan 

yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. 

 

Adapun rincian tugas dan fungsi tiap unsur pegawai di DPKPP adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, 

merencanakan serta menetapkan program kerja, tata laksana dan mengembangkan 
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semua kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta 

bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan.  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:  

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program; 

c. pembinaan pengembangan permukiman; 

d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan; 

e. penyelenggaran urusan ketatausahaan dinas; dan 

f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan tugas. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan 

administratif serta perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatausahaan, 

protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan 

serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan  program lingkungan 

hidup serta perencanaan anggaran; 

b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan; 

c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian; 

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset; 

e. pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tatalaksana dan analisis 

jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan; 

f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan 
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g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

Sekretariat terdiri atas:  

1) Sub Bagian Penyusunan Program;  

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas fungsi penyiapan 

bahan/data penyusunan  program  dan anggaran.  Uraian tugasnya adalah 

sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian 

Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan 

dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program 

sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas 

segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian 

Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari 

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian 

Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan 

petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan 

Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam 

pembinaan dan peningkatan karier; 

f. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran; 

g. menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja; 

i. menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM; 

j. menyusun pelaporan pengarusutamaan gender; 

k. menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan; 

l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara 

tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi 

bagi atasan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh  Sekretaris secara berkala 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan. 
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2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas fungsi 

pengelolaan keuangan dan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, 

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, 

humas dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi. Uraian tugas 

sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:  

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian 

Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran 

yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Bagian Keuangan,  

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan 

maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian 

Keuangan,  Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian 

Keuangan,  Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil 

kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan,  

Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. melaksanakan pengelolaaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan 

keuangan dan aset; 

g. melakukan pembinaan bendaharawan; 

h. melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi keuangan dan aset; 

i. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang 

perangkat daerah; 

j. melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian; 

k. menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada dinas 

perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; 

l. mengelola  organisasi dan tatalaksana;  
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m. melaksanakan penatausahaan rumah tangga dan perlengkapan; 

n. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan,  Umum dan 

Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai 

sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh  Sekretaris secara berkala 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan. 

3. Bidang Perumahan  

Bidang Perumahan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 

strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, 

pengendalian, pengawasan di bidang teknis perumahan yang meliputi : prasarana, 

sarana, dan utilitas umum, sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:  

a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang 

perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional; 

b. perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan 

pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dengan berpedoman 

pada kebijakan nasional; 

c. perumusan dan penetapan kebijakan penyediaan Kawasan Siap Bangun dan 

Lingkungan Siap Bangunan; 

d. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi 

di bidang perumahan; 

e. penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

provinsi penyediaan rumah dan perumahan; 

f. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan; 

g. penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 

perumahan pada tingkat provinsi; 

h. pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung 

terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 

i. penyediaan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 

j. penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi; 



I-9 
    

k. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan. 

Bidang Perumahan terdiri atas: 

1) Seksi Perencanaan Teknis; 

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, monitoring, analisis, 

evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang perumahan. Uraian 

tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:  

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi 

Perencanaan Teknis berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis 

sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas 

segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan 

Teknis baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Perencanaan 

Teknis dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja 

untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis 

berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan 

peningkatan karier; 

f. menyusun dan menyediakan basis data perumahan di Provinsi; 

g. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang 

perumahan di Provinsi; 

h. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan di 

Provinsi; 

i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-

undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan pada 
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tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum dalam hunian. 

j. mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah 

lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan 

sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal; 

k. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang 

perumahan di Provinsi; 

l. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh pada tingkat 

Provinsi; 

m. mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk 

pembangunan perumahan bagi Masyarakar Berpenghasilan Rendah pada 

tingkat provinsi; 

n. merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan 

perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional; 

o. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan 

badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan; 

p. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan bidang perumahan; 

q. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas; 

r. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis secara tertulis 

maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi 

atasan; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan. 

2) Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal; 

Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kebutuhan rumah meliputi 

kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian rumah komersial, rumah 

umum, rumah swadaya, rumah khusus dan rumah negara. Uraian tugas 

sebagaimana dimaksud sebagai berikut:  
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a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perumahan 

Swadaya dan Perumahan Formal berdasarkan prioritas target sasaran yang 

akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya 

dan Perumahan Formal sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan 

maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perumahan 

Swadaya dan Perumahan Formal baik secara lisan dan tertulis untuk 

menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Perumahan 

Swadaya dan Perumahan Formal dengan membandingkan antara hasil kerja 

dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya 

dan Perumahan Formal berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan 

dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-

undangan serta kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi dalam rangka 

mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam 

penyediaan perumahan. 

g. mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan 

perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tingkat provinsi; 

h. merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyediaan 

perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional; 

i. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan 

badan hukum dalam penyediaan perumahan; 

j. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan bidang perumahan; 

k. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas; 

l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan Swadaya dan 

Perumahan Formal baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah 

dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan. 
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3) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan.  

Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas mewujudkan 

perumahan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, 

terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Uraian tugas 

sebagaimana dimaksud sebagai berikut:   

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pembiayaan 

dan Pengembangan Kawasan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan 

dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan 

Pengembangan Kawasan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan 

maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan 

Pengembangan Kawasan baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari 

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan 

Pengembangan Kawasan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan 

petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan 

Pengembangan Kawasan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan 

dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. mengembangkan perumahan dengan memperhatikan Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah; 

g. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan bidang perumahan; 

h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas; 

i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan 

Kawasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai 

sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan. 
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4. Bidang Kawasan Permukiman 

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan tugas 

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan, yang terencana, menyeluruh, terpadu dan 

berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman 

menyelenggarakan fungsi:  

a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang 

Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; 

b. perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan 

pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang kawasan permukiman dengan 

berpedoman pada kebijakan nasional; 

c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi 

di bidang kawasan permukiman; 

d. penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

provinsi permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman; 

e. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan; 

f. penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan 

permukiman pada tingkat provinsi; 

g. pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung 

terwujudnya kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 

h. penyediaan fasilitasi penyediaan kawasan permukiman bagi masyarakat, 

terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 

i. penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;  

j. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan. 
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Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas: 

1) Seksi Pendataan; 

Seksi Pendataan mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, 

pemantauan, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang 

Permukiman. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pendataan 

berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pendataan sesuai 

dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera 

diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pendataan baik 

secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pendataan 

dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk 

penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pendataan berdasarkan 

hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan 

karier; 

f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang kawasan 

permukiman; 

g. melaksanakan penyusunan pengembangan pemanfaatan kawasan 

permukiman; 

h. menyusun rencana biaya di bidang kawasan permukiman; 

i. menyusun sistem informasi kawasan permukiman; 

j. melakukan pendataan tentang kawasan permukiman; 

k. melakukan pengolahan data kawasan permukiman; 

l. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan kawasan permukiman; 

m. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas; 
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n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi 

atasan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman. 

2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; 

Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas mempunyai ikhtisar jabatan 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kebutuhan Kawasan 

Permukiman meliputi kegiatan pencegahan pambangunan kawasan permukiman 

secara liar dan tidak terkendali, pencegahan penurunan kualitas kawasan dan 

upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pencegahan 

dan Peningkatan Kualitas berdasarkan prioritas target sasaran yang akan 

dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan 

maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari 

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas dengan membandingkan antara hasil kerja dengan 

petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan 

dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. melaksanakan evaluasi kinerja, manfaat, dan dampak dari kawasan 

permukiman. 

g. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan kawasan permukiman; 

h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas; 
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i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Peningkatan 

Kualitas baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai 

sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman 

3) Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian. 

Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian mempunyai ikhtisar jabatan 

mewujudkan kawasan permukiman yang nyaman teratur dan tertata dengan 

melakukan perawatan dan pembangunan ulang kawasan untuk mewujudkan 

kawasan yang diinginkan. Perawatan dimaksudkan juga dengan melakukan 

pengendalian terhadap kawasan sehingga memiliki manfaat bagi kawasan 

permukiman secara keseluruhan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Preservasi 

Manfaat dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan 

dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat 

dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;  

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat 

dan Pengendalian baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari 

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Preservasi 

Manfaat dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan 

petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan 

Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam 

pembinaan dan peningkatan karier; 

f. melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan dan pengendalian kawasan 

permukiman tingkat provinsi; 

g. melakukan pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman provinsi; 

h. melakukan pengelolaan pengendalian penataan kawasan permukiman 

strategis provinsi; 
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i. melaksanakan penyusunan peraturan zonase sebagai pedoman pengendalian 

kawasan permukiman provinsi; 

j. mengolah pelayanan pelaksanaan penataan kawasan permukiman provinsi; 

k. melaksanakan pengelolaan rencana biaya penataan kawasan permukiman 

provinsi; 

l. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan kawasan permukiman; 

m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Preservasi Manfaat dan 

Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai 

sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman. 

5. Bidang Pertanahan 

Bidang Pertanahan melaksanakan tugas penyiapan bahan yang berhubungan 

dengan tanah perumahan maupun kawasan permukiman yang didalamnya 

terkandung dengan  perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan, pemantauan, analisis, pengkajian, pengendalian, pengawasan dan 

penyusunan laporan di Bidang Pertanahan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 

a. penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang pertanahan 

dengan berpedoman pada kebijakan nasional; 

b. perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan 

pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang pertanahan pada kebijakan 

nasional; 

c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi 

di bidang kawasan permukiman; 

d. penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

provinsi penyediaan lahan pertanahanan bagi  kawasan permukiman; 

e. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan masalah pertanahan di  

kawasan permukiman; 

f. penyedian fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi; 
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g. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan. 

Bidang Pertanahan, terdiri atas: 

1) Seksi Perencanaan dan Pendataan. 

Seksi Perencanaan dan Pendataan mempunyai tugas penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, 

pemantauan, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang 

Pertanahan yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman. Uraian 

tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi 

Perencanaan dan Pendataan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan 

dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. memberi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan 

Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis 

agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan 

Pendataan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari 

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan 

dan Pendataan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk 

kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan 

Pendataan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam 

pembinaan dan peningkatan karier; 

f. menyusun dan menyediakan basis data pertanahan bagi perumahan dan 

kawasan permukiman Provinsi; 

g. memberlakukan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan di 

perumahan dan kawasan permukiman di provinsi; 

h. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang Pertanahan di  

perumahan dan kawasan permukiman di provinsi; 
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i. melaksanakan koordinasi, singkronisasi, dan sosialisasi peraturan 

perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan peraturan pertanahan 

pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim dan kepemilikan tanah; 

j. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang 

Pertanahan di kawasan permukiman di provinsi; 

k. mengoordinasikan  penyiapan data pertanahan guna pencadangan atau 

penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi 

MBR pada tingkat provinsi; 

l. merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam 

penyelenggarakan tanah bagi kawasan  permukiman dengan berpedoman 

pada kebijakan nasional; 

m. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan 

badan hukum dalam bidang Petanahan guna  penyelenggarakan perumahan 

dan kawasan permukiman; 

n. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas; 

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pendataan baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan 

informasi bagi atasan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan. 

2) Seksi Manfaat dan Pengendalian. 

Seksi Manfaat dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan Pemanfaatan dan Pengendalian kebutuhan atas 

tanah di Kawasan Perumahan dan  Permukiman meliputi kegiatan pemanfaatan 

dan pengendalian tanah secara baik guna  pencegahan penurunan kualitas 

kawasan dan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan 

permukiman. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut: 
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a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi  Manfaat dan 

Pengendalian  berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan 

Pengendalian  sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan 

Pengendalian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari 

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan 

Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk 

kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan 

Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam 

pembinaan dan peningkatan karier; 

f. menyelenggarakan sosialisasi di bidang pertanahan untuk memasyarakatkan 

peraturan perundang-undangan permanfaatan tanah yang berlaku untuk 

mendapatan kepastian hukum pemanfaatan tanah; 

g. menyelenggarakan pengendalian dan pencegahan penggunanan tanah dalam 

kaitan pembangunan kawasan guna mencegah pembangunan kawasan 

perumahan dan permikiman dibangun tidak terkendali dalam bentuk 

pengendalaian dan pencegahan lewat pemantauan lapangan dan administrasi 

pembangunan izin kawasan. 

h. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas; 

i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian  baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan 

informasi bagi atasan; dan 

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan. 
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6. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Jabatan Fungsional Tertentu 

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam 

jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

b. Jabatan Fungsional Umum 

Jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-

nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang–undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat 

daerah. 

 

1.4 Keadaan Pegawai 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan  Provinsi Kalimantan Tengah Tahun  2020 mencapai 44 Orang dengan 

rincian sebagai berikut: Kepala Dinas 1 Orang, Sekretariat 13 Orang, Bidang Perumahan 

10 Orang, dan Bidang Kawasan Permukiman  12 Orang, dan Bidang Pertanahan 6 

Orang. 

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 

Keadaan Pegawai DPKPP Tahun 2020 

NO JABATAN PANGKAT / 
GOLONGAN 

PENDIDIKAN 

1 Kepala Dinas Pembina Utama Madya 
(IV/d) 

S-1 Teknik Sipil  
S-2 Teknik Sipil 
Konsentrasi Jalan Raya 

2 Sekretaris Pembina ( IV/a ) S-1 Teknik Sipil 
S-2 Magister Teknik Sipil  

3 Kepala Sub Bagian keuangan , 
Umum dan Kepegawaian 

Penata Tingkat I ( III/d ) S-1 Ekonomi 
Pembangunan 

4 Analis Kepegawaian Muda Penata ( III/c ) S-1 Psikologi 
5 Calon Pranata Komputer Pengatur ( II/ c)  D-III Teknik Komputer 

Kontrol 
6 Bendahara Penata Muda Tingkat I  

( III/b ) 
S-1 Ekonomi Akuntansi 

7 Penata Laporan Keuangan Penata Muda Tingkat I S-1 Ekonomi Akuntansi 
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NO JABATAN PANGKAT / 
GOLONGAN 

PENDIDIKAN 

( III.b ) 
8 Pengelola Pemanfaatan Barang 

Milik Daerah 
Penata Muda Tingkat I 
( III.b ) 

S-1 Ekonomi Akuntansi 

9 Verifikator Keuangan Penata Muda ( III/a ) S-1 Ekonomi 
Perkantoran 

10 Pengelola Kepegawaian Pengatur ( II/c ) SLTA Adminitrasi 
Perkantoran 

11 Pengadministrasi Umum  Pengatur ( II/c ) SLTA IPS 
12 Kepala Sub Bagian Penyusunan 

Program 
Penata Tingkat I ( III/d) S-1 Teknik Sipil 

13 Calon Perencana Penata ( III/ c )  S-1 Teknik Arsitektur 
14 Pengelola Program dan kegiatan Penata Muda tingkat I  

( III/b ) 
D-III Teknik Sipil 

15 Kepala Bidang Kawasan 
Permukiman 

Pembina ( IV/a ) S- 1 Teknik Sipil 
S-2 Teknik Sipil 

16 Kepala Seksi Pendataan Penata Tingkat I ( III/d) S-1 Teknik Sipil 
17 Pengelola Perumahan dan 

Permukiman 
Penata Tingkat I ( III/d) S-1 Teknik Sipil 

18 Analis Penataan Kawasan Penata muda ( III/a) S-1 Teknik Sipil 
19 Kepala Seksi Pencegahan dan 

peningkatan Kualitas 
-*) -*) 

20 Pengawas Fisik Permukiman  Penata muda Tingkat I  
( III/b ) 

S-1 Teknik Sipil 

21 Pengawas Fisik Permukiman  Penata muda Tingkat I  
( III/b ) 

S-1 Teknik Sipil 

22 Pengawas Fisik Permukiman  Penata muda Tingkat I  
( III/b ) 

S-1 Teknik Sipil 

23 Penyusun rencana perlindungan 
dan pelestarian kawasan 

Penata Tingkat I ( III/d ) S-1 Teknik Sipil 
S-2 Magister Teknik Sipil 

24 Kepala Seksi Preservasi manfaat 
dan pengendalian 

Penata Tingkat I ( III/d ) S-1 Hukum Keperdataan 
S-1 Teknik Sipil 

25 Analis Penataan Kawasan Penata ( III/c ) D-3 Teknik Sipil 
26 Penyusun Rencana Pemanfaatan 

Kawasan 
Penata ( III/c ) S-1 Teknik Arsitektur 

S-2 Magister Teknik Sipil 
27 Kepala Bidang Perumahan Pembina ( IV/a ) S-1 Teknik Sipil 

S-2 Magister Teknik 
Pengembangan SDA 

28 Kepala Seksi Perencanaan Teknis Pembina ( IV/a ) S-1 Teknik Sipil 
S-2  Master Enginering 

29 Penyusun Rencana Konservasi 
Kawasan 

Penata Tingkat I ( III/d ) S-1 Teknik Sipil 

30 Analis Perencanaan Wilayah 
Perumahan 

Penata Muda ( III/a ) S-1 Teknik Sipil 

31 Analis Bangunan dan perumahan Penata Muda ( III/a ) S-1 Teknik Arsitektur 
32 Kepala Seksi Perumahan 

Swadaya dan Perumahan Formal 
Penata ( III/c ) S-1 Ekonomi 

Manajemen 
33 Pengawas Tata Bangunan dan 

Perumahan 
Pengatur ( II/c ) SLTA Gambar 

Bangunan  
35 Kepala Seksi Pembiayaan dan 

Pengembangan Kawasan 
Penata Tingkat I ( III/d ) S-1 Teknik Sipil 

S-2 Magister Teknik 
Rekayasa Transportasi 
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NO JABATAN PANGKAT / 
GOLONGAN 

PENDIDIKAN 

35 Penyusun rencana Pemanfaatan 
Kawasan 

Penata Muda Tingkat I  
( III/b ) 

S-1 Teknik Sipil 

36 Pengawas Tata Bangunan dan 
perumahan 

Penata Muda ( III/a ) S-1 Teknik Sipil 

37 Kepala Bidang Pertanahan Pembina Tingkat I  
( IV/b)  

S-1 Ilmu Pemerintahan 
S-2 Magister 
Manajemen 
S-3 Manajemen 
Pendidikan 

38 Kepala Seksi Perencanaan dan 
Pendataan 

-**) -**) 

39 Analis Pertanahan Penata Tingkat I ( III/ d) S- 1 Teknik Arsitektur 
40 Pemeriksa Pertanahan Penata ( III/c ) S-1 Ekonomi Akuntansi 

S-2 magister sains 
manajemen 

41 Pengelola data penyusunan bahan 
pembinaan teknis pengukuran dan 
pemetaan 

Penata Muda Tingkat I  
( III.b ) 

S-1 Teknik Geodesi 

42 Kepala Seksi manfaat dan 
pengendalian 

-*) -*) 

43 Pengelola Pengendalian 
Pertanahan 

Penata Tingkat I 
( III / d ) 

S-1 Teknik Sipil 

44 Analis Hukum Pertanahan Penata Muda Tingkat I 
( III/ b) 

S-1 Hukum  

45 Analis Penatagunaan tanah dan 
Kawasan Tertentu 

Penata Muda ( III/ a) S-1 Ilmu Pemerintahan 

Ket : *) jabatan kosong, personil alih tugas ke kementerian PUPR 
         **) jabatan kosong, personil purna tugas 
Sumber  : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2020; 

Bila di bandingkan dengan analisis beban kerja, maka komposisi pegawai di 

DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Jumlah Ideal Pegawai 

No. NAMA JABATAN ESELON JUMLAH 
ORANG 

1 Kepala Dinas II 1 
2 Sekretaris II 1 
3 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program IV 1  

a. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan   3  
b. Calon Perencana   1  
c. Pengelola Program dan Kegiatan   1 

4 Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan 
Kepegawaian 

IV 1 
 

a. Analis Keuangan   1  
b. Bendahara   1  
c. Verifikator Keuangan   3  
d. Pengadministrasi Keuangan   2 
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No. NAMA JABATAN ESELON JUMLAH 
ORANG  

e. Penata Laporan Keuangan   1  
f. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah   2  
g. Pengadministrasi Umum   1  
h. Pengadministrasi Kepegawaian   1  
i. Pengelola Kepegawaian   1  
j. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor   1  
k. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi   1  
l. Pramu Kebersihan   9  
m. Pengemudi   1  
n. Petugas Keamanan   10 

5 Kepala Bidang Perumahan III 1 
6 Kepala Seksi Perencanaan Teknis IV 1  

a. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan   1  
b. Analis Bangunan dan Perumahan   1  
c. Penyusun Rencana Konservasi Kawasan   1 

7 Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan 
Formal 

IV 1 
 

a. Analis Perumahan    1  
b. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan   2 

8 Kepala Seksi Pembiayaan dan Pengembangan 
Kawasan 

IV 1 
 

a. Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan   1  
b. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan   3 

9 Kepala Bidang Kawasan Permukiman III 1  
a. Analis Penataan Kawasan   1  
b. Pengelola Perumahan dan Permukiman   2 

10 Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas IV 1  
a. Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian 

Kawasan 
  1 

 
b. Pengawas Fisik Permukiman   9 

11 Kepala Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian IV 1  
a. Penyusun Rencana Manfaat Kawasan   1  
b. Analis Penataan Kawasan   1 

12 Kepala Bidang Pertanahan III 1 
13 Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan IV 1  

a. Analis pertanahan   1  
b. Pengelola Data Penyusunan bahan pembinaan 

teknis pengukuran dan pemetaan 
  1 

 
c. Pemeriksa Pertanahan   2 

14 Kepala Seksi Manfaat dan Pengendalian IV 1  
a. Pengelola data penatagunaan tanah   1  
b. Pengelola pengendalian pertanahan   1  
c. Analis hukum pertanahan   1 

15 Jabatan Fungsional   
 

 
a. Perencana   1  
b. Analis Kepegawaian   1  
Pranata Komputer Pelaksana   1 

Jumlah 
 

86 
Sumber  : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2020; 
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1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana 

Sebagai SKPD yang baru terbentuk dan aktif pada awal tahun 2017, Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah masih mengalami 

kendala kekurangan sarana dan prasarana pendukung aktivitas kantor. Kondisi ini 

tentunya akan secara bertahap ditingkatkan sesuai dengan kemammpuan keuangan 

daerah dan skala prioritas. 

Untuk Kondisi Prasarana dan Sarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel 1.3 

Keadaan Sarana dan Prasarana   

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2020 

 

5 Jenis/Nama Aset Jumlah Nilai Aset (Rp) 
1 Tanah dan Gedung Kantor, Taman 1 Unit 19,577,607,350.00  
2 Sarana Mobilitas Darat (R4) 10 Unit   4,146,122,200  
3 Sarana Mobilitas Darat (R2) 6 Unit      135,738,000  
4 Pendingin Udara 32 Unit     426,000,000  
5 Laptop 23 Unit        371,459,990  
6 Komputer PC 23 Unit       333,940,210  
7 Gorden 1 Unit         25,410,000  
8 Telepon/Fax 1 Unit        2,240,000  
9 Mesin Ketik/Manual 1 Unit       3,560,000  
10 Papan Tulis / Whiteboard 1 Unit           2,500,000  
11 Tiang Bendera 2 Unit      54,000,000  
12 Meubelair 261 Unit         796,450,750  
13 Mesin Pencetak (printer) 20 Unit 91,060,000  
14 LCD Proyektor + Layar 70" tripod 1 Unit        7,448,500  
15 Sound system / wireless 1 Unit          3,500,000  
16 Kamera DSLR 1 Unit           8,400,000  
17 Kamera Pocket Digital 1 Unit           2,500,000  
18 CCTV Outdoor 1 Unit         8,993,000  
19 Alat Komunikasi 5 Unit            12,773,000  
20 Tablet/Pad 3 Unit        33,342,000  
21 Penanda Lokasi (GPS) 4 Unit       31,960,000  
22 Alat Survey dan Pengujian) 5 Unit         108,900,000  
23 Alat Studio/Audio-Video 2 Unit       15,470,000  
24 Catu Daya  6 Unit            8,940,000  
25 Mesin Absensi 1 Unit         24,900,000  
26 Mesin Potong Rumput  1 Unit          1,900,000  
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5 Jenis/Nama Aset Jumlah Nilai Aset (Rp) 
27 Pintu Elektrik Kartu 1 Unit        64,000,000  
28 Sound System 1 Unit      199,989,000  
29 Mesin Penghancur Kertas 2 Unit           6,000,000  
30 Proyektor 2 Unit         20,610,000  
31 Layar Proyektor 2 Unit          5,390,000   

Jumlah 
  

26,531,104,000  
 

Sumber : KIB, 2020, dari Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, 2020 

 

 

1.6 Keuangan 

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Tahun 2020 terdiri: 

1. Sebelum Realokasi Anggaran 

1. 12 program dan 37 kegiatan 

2. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5,620. Milyar 

3. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 48,778 Milyar , didistribusikan pengelolaannya 

ke 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis dengan rincian sebagai berikut: 

a. Sekretariat, total pagu Rp.6,823 Milyar, terdiri dari: 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pagu Rp.5,581 Milyar 

2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pagu Rp.427,5 Juta  

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pagu Rp.50 Juta 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan, pagu Rp.763,954 Juta 

5) Program Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah, pagu Rp.100 

Juta 

b. Bidang Perumahan, total pagu Rp. 1,751 Juta, terdiri dari: 

1) Program Pengembangan Perumahan, pagu Rp.1,751 Milyar  

c. Bidang Kawasan Permukiman, total pagu Rp.39,651 Milyar, terdiri dari: 

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum Kawasan Permukiman, pagu Rp.38.512 Milyar  

2) Program Perencanaan Kawasan Permukiman, pagu Rp.1,139 Milyar 

d. Bidang Pertanahan, total pagu Rp. 451,709 Juta, terdiri dari: 

1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah, pagu Rp.100 Juta 
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2) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan, 

pagu Rp.100 Juta 

3) Program Penatausahaan pertanahan, pagu Rp.201,709 Juta 

4) Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, pagu Rp.50 Juta 

2. Setelah Realokasi Anggaran 

1. 11 program dan 35 kegiatan 

2. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5,512. Milyar 

3. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 8,103 Milyar , didistribusikan pengelolaannya 

ke 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis dengan rincian sebagai berikut: 

e. Sekretariat, total pagu Rp.6,271 Milyar, terdiri dari: 

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pagu Rp.5,263 Milyar 

7) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pagu Rp.497,5 Juta  

8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pagu Rp.78,72 Juta 

9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan, pagu Rp.431,830 Juta 

f. Bidang Perumahan, total pagu Rp.851,938 Juta, terdiri dari: 

2) Program Pengembangan Perumahan, pagu Rp.851,938 Juta  

g. Bidang Kawasan Permukiman, total pagu Rp.529,118 Juta, terdiri dari: 

3) Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum Kawasan Permukiman, pagu Rp.500 Juta  

4) Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 

Perkotaan, pagu Rp.29,118 Juta  

h. Bidang Pertanahan, total pagu Rp. 451,709 Juta, terdiri dari: 

5) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah, pagu Rp.100 Juta 

6) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan, 

pagu Rp.100 Juta 

7) Program Penatausahaan pertanahan, pagu Rp.201,709 Juta 

8) Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, pagu Rp.50 Juta 

 

1.7 Sistematika LKIP 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 mengacu 

kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor  53 Tahun 2014  tentang  Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
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LKIP  ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 

2020. Capaian Kinerja Tahun 2020 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan 

Kinerja Tahun 2020 sehingga hasilnya akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu 

organisasi dalam kurun waktu satu tahun. Adapun sistematika penyajian LKIP sebagai 

berikut : 

a) Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LKIP 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Provinsi Kalimantan 

Tengah; 

b) Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang; maksud dan tujuan; 

kedudukan, tugas pokok dan fungsi; susunan struktur organisasi; dan keadaan 

personil dan kepegawaian; 

c) Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi perencanaan strategis Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020; 

d) Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan 

realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020; 

e) Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari LKIP Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Provinsi Kalimantan Tengah 

dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan. 

f) Lampiran  

 



II-1 
 

BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

2.1 Perencanaan Strategis 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah 

berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang mana dalam pada 2020 

merupakan tahun ke-3 dalam periodeisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun  2016-

2021. 

RPJMD kemudian dijabarkan kedalam yang dijabarkan dalam Rencana Strategis 

Renstra (Rencana Strategis) Tahun  2016-2021. Renstra merupakan dokumen perencanaan 

yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan 

dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Hal-hal tersebut merupakan panduan bagi perangkat 

daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang tersusun secara sistematis dan 

berkesinambungan,  dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau 

yang mungkin timbul dalam periode waktu tersebut. 

Renstra Perangkat Daerah serta bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja 

serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur yang penting dari suatu sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

Lebih lanjut, renstra di rinci dalam dokumen perencanaan tahunan yang lebih bersifat 

operasional yakni Renja PD. Tahun 2020 merupakan tahun ke-4 dalam periodeisasi RJPMN 

dan Renstra,  namun merupakan tahun Renja ke-2 bagi DPKPP  Provinsi Kalimantan Tengah 

yang baru saja terbentuk berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya dijabarkan 

dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. 

2.1.1 Visi dan Misi 

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tahun  2020 adalah merupakan 

pelaksanaan renja yang ke-4 dari Renstra DPKPP tahun  2016-2021 yang mana 

merupakan operasionalisasi dari pencapaian visi dan misi yang termuat dalam 

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun  2016-2021 sebagai berikut: 
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Visi: 

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat 

Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah 

dan Harmonis” 

Misi: 

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi 

2. Pengelolaan Infrastruktur 

3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai 

4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan 

5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah  

6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata 

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam 

8. Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap 

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan 

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan  misi sebagai berikut : 

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi; 

2. Pengelolaan Infrastruktur; 

3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai; 

4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan; 

5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti 

Korupsi; 

6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata; 

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA); dan 

8. Pengelolaan Pendapatan Daerah. 

Dari penjabaran visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di atas, maka 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah 

mengemban misi kedua yaitu “Pengelolaan Infrastruktur” yang selanjutnya 

diformulasikan dalam kebijakan, strategi , program dan kegiatan DPKPP Provinsi 

Kalimantan Tengah. 
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2.1.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang 

merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang 

perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kalimantan Tengah pada kurun 

waktu 5 (lima) tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut : 

a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan 

b. Peningkatan dan pemelihaaran sarana dan prasarana umum 

c. Meningkatkan pengamanan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya   

daya rusak  air 

d. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku 

e. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan 

komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan 

daerah 

f. Meningkatkan perlindungan pusat-pusat produksi dan permukiman 

 

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang 

dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 4 

(empat) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-

masing yang tercantum di dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:  

a. Meningkatkan Rumah layak huni (RLH) dan terjangkau mencapai 80%. 

b. Meningkatnya kualitas panjang jalan yang terbangun dan berkondisi baik dalam 

suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan mencapai 35.000 meter. 

c. Meningkatnya kualitas drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik 

suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan mencapai 9.000 meter 

d. Tersedianya data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima BSPS 

(Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya) yang belum memiliki sertifikat. 
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2.1.3 Strategi 

Strategi pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan untuk memenuhi misi “Pengelolaan 

Infrastruktur”  adalah : 

a. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pekerjaan  

b. Perluasan cakupan Pelayanan  

c. Peningkatan penggunaan Bahan dan Material 

d. Peningkatan Kualitas Fisik dan administrasi 

e. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelelangan 

 

2.2 Perjanjian Kinerja 2020 

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan PKP dan 

Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan target-target sasaran indikator 

kinerja utama (IKU) yang tertuang di dalam perjanjian kinerja Tahun 2020 yang telah 

disepakati. 

 

2.2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Utama 

Satuan Target 

1. Terpenuhinya tahapan awal 
SPM Bidang perumahan 
melalui penyediaan data  
masyarakat yang 
berpontensi menjadi korban 
bencana dan relokasi 
program pemerintah 
provinsi 

 

Dokumen data awal 
untuk penyediaan dan 
rehabilitasi rumah 
layak huni bagi 
korban bencana  dan 
fasilitasi penyediaan 
rumah layak huni bagi 
masyarakat yang 
terkena relokasi 
program pemerintah 

 

Dokumen 1 

 

2. Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas Sarana, 
Prasarana, dan Utilitas 
Umum pada Kawasan 
Permukiman  

Panjang jalan dan 
drainase di kawasan 
permukiman 

Meter  18.000 
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3. Meningkatnya cakupan 
kabupaten kota yang 
memiliki data pertanahan 
untuk perumahan dan 
kawasan permukiman 

 

Jumlah ketersediaan 
lahan (Ha) untuk 
pengembangan 
perumahan dan 
kawasan permukiman 

 

Ha 5000 

 

IKU tersebut di atas di laksanakan melalui program-program sebagai berikut: 

Program Anggaran 

1. Program Pengembangan 
Perumahan 

Rp. 250.000.000 

2. Program Peningkatan dan 
Pengembangan Prasarana, Sarana 
dan Utilitas Umum Kawasan 
permukiman 

Rp. 29.118.000,00 

3. Program Penataan, Penguasaan, 
Pemilikan, Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 

Rp. 100.000.000,00 

 

2.2.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

1. Tersedianya dukungan 
layanan administrasi 
perkantoran 

Terlaksananya 
layanan administrasi 
perkantoran 

Tahun  1 

2. Meningkatnya sarana dan 
prasarana aparatur 

Terlaksananya 
kegiatan peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tahun  1 

3. Pembinaan peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Terfasilitasinya 
keikutsertaan aparatur 
dalam diklat dan 
bimtek 

Tahun  1 

4. Terlaksananya layanan 
sistem perencanaan, 
pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan 

Tersusunnya 
dokumen 
perencanaan, 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 

Dokumen 15 

5. Terlaksananya pengelolaan 
aset/barang daerah 

Jumlah dokumen 
pengelolaan 
aset/barang daerah  

Dokumen 1 
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2.2.2.1 Perjanjian Kinerja Kasubbag Penyusunan Program 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 

1. Tersusunnya 
dokumen  Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Tersusunnya LKIP 2019 Dokumen 1 

Tersusunnya konsep 
naskah LPPD dan LKPJ 
2019 

Dokumen 2 

Tersusunnya Laporan  
TEPRA, SIPD 
Kemendagri, SIMP3D dan 
Laporan Evaluasi Renja 
Perangkat Daerah 

Dokumen 4 

2. Tersusunnya 
dokumen  
Perencanaan dan 
Penganggaran 
SOPD (Renja 2021, 
Renja Perubahan 
2020, PPAS 2021, 
PPAS Perubahan 
2020, RKA 2021 dan 
RKA Perubahan 
Tahun 2020 

Tersusunnya Renja 2021 Dokumen 1 

Tersusunnya Renja 
Perubahan 2020 

Dokumen 1 

Tersusunnya PPAS 2021 Dokumen 1 

Tersusunnya PPAS 
Perubahan 2020 

Dokumen 1 

Tersusunnya RKA 2021 Dokumen 1 

Tersusunnya RKA 
Perubahan Tahun 2020 

Dokumen 1 

 

 

2.2.2.2 Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 

1. Terlayaninya 
administrasi 
perkantoran 

Tersedianya jasa 
surat menyurat 

Lembar 1.300 
Dokumen 2 

Tersedianya jasa 
komunikasi, sumber 
daya air, listrik dan 
internet 

Jenis 
Layanan 3 

Terlaksananya 
operasional dan 
perizinan kendaraan 
dinas 

Unit 14 

Tersedianya Jasa 
Pengelolaan 
Keuangan/Honorarium 

OB 1.152 
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 

Terpeliharanya 
Kebersihan Kantor Unit 1 

Tersedianya Alat Tulis 
Kantor Jenis 15 

Tersedianya barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Buku 210 

Lembar 209.800 

 Buah 851 
Tersedianya 
komponen instalasi 
dan alat 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Jenis 8 

Tersedianya peralatan 
dan perlengkapan 
kantor 

Jenis 3 

Tersedianya bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan 

Ekslempar 21.900 

Tersedianya makanan 
dan minuman rapat-
rapat 

Porsi 2.000 

Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan 
konsultasi ke luar 
daerah 

Tahun 1 

Terlaksanya rapat-
rapat koordinasi dan 
konsultasi  ke dalam 
daerah 

Tahun 1 

Tersedianya Jasa 
Pengelola Informasi 
Publik dan Website 
Perangkat Daerah 

Tahun 1 

2. Tersedianya 
peningkatan Sarana 
dan Prasaran Aparatur 
 

Tersediaanya 
Perlengkapan Gedung 
Kantor 

Buah 12 

Unit 3 

Terlaksananya 
pemeliharaan 
rutin/berkala gedung 
kantor 

Unit 1 

Terlaksananya 
pemeliharaan 
kendaraan 
dinas/operasional 

Unit 16 

Terlaksananya 
pemeliharaan 
Peralatan 

Unit 73 
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 

perlengkapan gedung 
kantor 

3. Terlaksananya 
Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Tersedianya 
Kesehatan Jasmani 
Aparatur/Senam Pagi 

Kali 33 

4. Tercapainya 
Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Tersedianya laporan 
Keuangan dan Aset Dokumen 4 

Terlaksanya ekspose 
hasil-hasil 
pembangunan 
pameran/ pawai 

Kegiatan 4 

5. 

Tercapainya 
Peningkatan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Aset/Barang Daerah 

Terkelolanya 
Inventaris Barang 
Daerah 

Tahun 1 

 

2.2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perumahan 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 
1. Koordinasi Pokja 

Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

Terkoordinasinya Pokja 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

1 Kali 100 % 

2. Koordinasi dan 
Konsultasi ke dalam 
dan luar daerah 

Terlaksananya Koordinasi dan 
Konsultasi ke dalam dan luar 
daerah 

1 Tahun 100 % 

3. Penyusunan 
Perencanaan teknis dan 
Naskah Akademik 

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Teknis dan 
Naskah Akademik 

1 
Dokumen 

100 % 

4. Peningkatan Kesadaran 
Masyarakat untuk 
menjaga lingkungan 

Meingkatnya Kesadaran 
Masyarakat untuk Menjaga 
Lingkungan 

1 Kali 100 % 

 

2.2.3.1 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perencanaan Teknis 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

1. 

Koordinasi Pokja 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

Terkoordinasinya Pokja 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

1 Kali 100 % 
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2. 

Koordinasi dan 
Konsultasi ke dalam 
dan luar daerah 

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Konsultasi ke dalam 
dan luar daerah 

1 Tahun 100 % 

3. 
Penyusunan 
Perencanaan teknis 
dan Naskah Akademik 

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Teknis 
dan Naskah Akademik 

1 
Dokumen 

100 % 

4. 

Peningkatan 
Kesadaran Masyarakat 
untuk menjaga 
lingkungan 

Meingkatnya Kesadaran 
Masyarakat untuk 
Menjaga Lingkungan 

1 Kali 100 % 

 

2.2.3.2 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembiayaan Dan Pengembangan 

Kawasan 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 
1. Meningkatnya 

koordinasi 
penyelenggaraan 
pengembangan 
perumahan antara 
pemerintah Provinsi dan 
pemerintah Kabupaten / 
Kota di Provinsi 
Kalimantan Tengah. 

 Terselenggaranya 
kegiatan koordinasi 
penyelenggaraan 
pengembangan 
perumahan. 

 Terwujudnya 
koordinasi seluruh 
kegiatan Bidang 
Perumahan. 

 Tersedianya 
program kerja untuk 
meningkatkan 
jumlah cakupan 
rumah bagi 
masyarakat yang 
menghuni rumah 
tidak layak huni di 
Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

Kegiatan 100 % 
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2.2.3.3 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan 

Formal 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 
1. Meningkatnya 

Kualitas 
Pengembangan 
Perumahan 

Tersedianya Data Rumah 
Tidak Layak Huni di 
Lingkungan Provinsi 
Kalimantan Tengah 

1 Dokumen 100 % 

 

2.2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kawasan Permukiman  

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

1. Terlaksananya Pembangunan 
Sarana, Prasarana, dan Utilitas 
Umum pada Kawasan 
Permukiman 
 

Jumlah panjang  
jalan dan drainase di 
kawasan 
permukiman 

Meter - 

2. Tersusunnya dokumen dokumen 
hasil appraisal survey dan 
pengukuran kegiatan bidang 
kawasan permukiman. 

Jumlah dokumen 
dokumen hasil 
appraisal survey dan 
pengukuran kegiatan 
bidang kawasan 
permukiman. 

Dokumen 1 

3.  Tersusunnya Laporan hasil 
kegiatan monitoring, evaluasi 
dan pelaporan kegiatan bidang 
Kawasan Permukiman. 

Jumlah Laporan 
hasil kegiatan 
monitoring, evaluasi 
dan pelaporan 
kegiatan bidang 
Kawasan 
Permukiman. 

Laporan 1 

 

2.2.4.1 Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 

1. Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana, dan Utilitas 
Umum pada Kawasan 
Permukiman 
 

Jumlah panjang  
jalan dan drainase di 
kawasan 
permukiman ( 
Kabupaten Kapuas, 
Kabupaten Pulang 
Pisau, Kabupaten  
Barito Selatan, 
Kabupaten  Barito 
Utara, Kabupaten  
Murung Raya ) 

Meter 9.000 

 



II-11 
 

2.2.4.2 Kepala Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 

1. Terlaksananya 
Pembangunan Sarana, 
Prasarana, dan Utilitas 
Umum pada Kawasan 
Permukiman 
 

Jumlah panjang  
jalan dan drainase di 
kawasan 
permukiman ( Kota 
Palangka Raya, 
Kabupaten 
Kotawaringin Timur,  
Kabupaten  
Kotawaringin Barat, 
Kabupaten 
Lamandau, 
Kabupaten  
Sukamara ) 

Meter 9.000 

 

2.2.4.3 Kepala Seksi Pendataan 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 

1. Tersusunnya dokumen 
dokumen hasil appraisal 
survey dan pengukuran 
kegiatan bidang kawasan 
permukiman. 

Jumlah dokumen 
hasil appraisal 
survey dan 
pengukuran 
kegiatan bidang 
kawasan 
permukiman. 

Dokumen 1 

2. Tersusunnya Laporan 
hasil kegiatan monitoring, 
evaluasi dan pelaporan 
kegiatan bidang Kawasan 
Permukiman. 

Jumlah Laporan 
hasil kegiatan 
monitoring, evaluasi 
dan pelaporan 
kegiatan bidang 
Kawasan 
Permukiman. 

Laporan 1 

 

 

2.2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pertanahan 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 
1 Meningkatnya cakupan 

jumlah Kabupaten/Kota yang 
memiliki data pertanahan 
untuk perumahan dan 
kawasan permukiman 

Jumlah 
ketersediaan lahan 
untuk 
pengembangan 
perumahan dan 
kawasan 
permukiman 

Ha 5.000 
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2. Meningkatnya koordinasi 
terkait bidang pertanahan 
antara Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

Terwujudnya 
koordinasi seluruh 
kegiatan bidang 
pertanahan 

Dokumen 1 

3. Fasilitasi penyelesaian 
permasalahan pertanahan  

Persentase 
penyelesaian 
permasalahan 
pertanahan yang 
terfasilitasi 

Dokumen 1 

4. Meningkatnya pengetahuan 
tentang pendaftaran tanah 

Terlaksananya 
Rapat Kerja Teknis 
Pendaftaran Tanah 

Kegiatan 2  

 

2.2.5.1 Kepala Seksi Manfaat dan Pengendalian 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 
1. Fasilitasi 

penyelesaian 
permasalahan 
pertanahan  

Persentase 
penyelesaian 
permasalahan 
pertanahan yang 
terfasilitasi 

Dokumen 1 

2. Meningkatnya 
pengetahuan tentang 
pendaftaran tanah 

Terlaksananya 
Rapat Kerja Teknis 
Pendaftaran Tanah 

Kegiatan 2  

 

2.2.5.2 Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 
1 Meningkatnya 

cakupan jumlah 
Kabupaten/Kota yang 
memiliki data 
pertanahan untuk 
perumahan dan 
kawasan permukiman 

Jumlah 
ketersediaan lahan 
untuk 
pengembangan 
perumahan dan 
kawasan 
permukiman 

Ha 5.000 

2. Meningkatnya 
koordinasi terkait 
bidang pertanahan 
antara Pemerintah 
Provinsi dan 
Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

Terwujudnya 
koordinasi seluruh 
kegiatan bidang 
pertanahan 

Dokumen 1 
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2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020 

Pada tahun 2020 terjadi realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Sebelum realokasi 

anggaran pada tahun 2020, DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 12 Program 

dan 37  kegiatan  dengan total pagu dana Rp. 54.399.051.717,33,-, terdiri belanja tidak 

langsung Rp. 5.620.743.259,00,- dan Belanja Langsung Rp. 48.778.308.458,33, 

Perencanaan Anggaran tersebut termuat dalam DPA SKPD Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan tahun 2020. Sedangkan sesudah realokasi anggaran pada 

tahun 2020, DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 11 Program dan 35  

kegiatan  dengan total pagu dana Rp.13.616.925.738,-, terdiri belanja tidak langsung 

Rp.5.512.993.259,- dan Belanja Langsung Rp.8.103.932.479,. Perencanaan Anggaran 

tersebut termuat dalam DPA mendahului perubahan Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan tahun 2020. 

2.3.1 Target Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Pada tahun 2020 dicapai realisasi anggaran sebesar Rp. 12.604.544.966,- (92,56%) 

terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.739.958.802,-, (85,97%) dan belanja 

langsung Rp.7.864.586.164,-, (97,04%).  

Bila diuraikan maka, dari belanja tidak langsung Rp. 5.512.993.259,- target 

serapannya adalah sebesar Rp.5.402.733.394,-, mampu direalisasikan pada angka 

Rp. 4.739.958.802,-, atau 85,97% terhadap pagu total, dan 87,03% terhadap target. 

Sedangkan untuk belanja langsung Rp.8.103.932.479,-., mampu direalisasikan 

sebesar Rp.7.864.586.164,- atau 97,04% terhadap pagu total, dan 99,02% terhadap 

target. Sehingga bila di nilai dari total serapan anggaran, maka DPKPP telah mampu 

menyerap Rp.12.604.544.966, (92,56%)  dari pagu sebesar Rp.13.616.925.738,-, 

atau mencapai 94.45% dari target serapan anggaran. Rinciannya tersaji dalam tabel 

dibawah ini. 

Jenis 
Belanja 

Pagu Target Serapan Realisasi Deviasi Realisasi 
Terhadap 

Target 
Rp. % Rp. % Rp. % % 

Belanja 
Tidak 
Langsung 

5.512.993.259 5.402.733.394 98,00 4.739.958.802 85,97795 662.774.592 0,12 85,97 

Belanja 
Langsung 

8.103.932.479 7.941.853.829 98,00 7.864.586.164 97,04654 77.267.665 0,01 97,04 

Jumlah 13.616.925.738 13.344.587.223 98,00 12.604.544.966 92,56528 740.042.257 0,06 92,56 
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2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis pencapaian IKU sebelum realokasi di 

dukung dengan pendanaan sebesar Rp.38.862.193.708,33 dan setelah realokasi 

menjadi Rp.1.832.765.994,- yang dirinci dalam tabel berikut ini: 

No. Sasaran Strategis Anggaran Ket. 
Sebelum Realokasi Setelah Realokasi 

Anggaran 
Rp. % Rp. % 

1. 
Terpenuhinya tahapan awal 
SPM Bidang perumahan 
melalui penyediaan data  
masyarakat yang berpontensi 
menjadi korban bencana dan 
relokasi program pemerintah 
provinsi 

250.000.000,00  0,64      263.850.000  67,14 - 

2. Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas Sarana, Prasarana, 
dan Utilitas Umum pada 
Kawasan Permukiman  

38.512.193.708,33  99,10        29.118.000  7,41 Berkurang untuk 
Realokasi 
penanganan 
untuk Covid -19 

3. 
Meningkatnya cakupan 
kabupaten kota yang memiliki 
data pertanahan untuk 
perumahan dan kawasan 
permukiman 

100.000.000,00  0,26      100.000.000  25,45 - 

JUMLAH 38.862.193.708,33 100,00 392.968.000,00 100,00  
 

 

2.4 Instrumen Pendukung 

Instrumen pendukung pelaksanaan kegiatan yang yang merupakan inovasi baru dan 

tersedia di DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah secara daring pada tahun 2020 antara lain 

sebagai berikut: 

1. Website www.disperkimtan.kalteng.go. id   

 

 

 

 

 

 

http://www.disperkimtan.kalteng.go.id/
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2. Aplikasi e – proposal 
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3. Aplikasi e-perumahan 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam 

mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggung jawaban 

tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan 

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. 

Media pertanggung jawaban tersebut meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis 

kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk 

memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud 

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok 

indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, 

manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut 

tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran 

atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap 

penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam mengukur 

kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan 

Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-

kegiatan tahun 2020 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu 

input, output, dan outcome. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahun 2020 merupakan kemampuan 

perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi 

sebagai berikut: 

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan 

rumus: 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 =  
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎
 𝑥 100% 

 

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 =  
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − (𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)

𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎
 𝑥 100% 

 

Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan 

interval nilai sebagai berikut: 

No. Interval Nilai Realisasi 

Kinerja  

Kriteria Penilaian 

Realisasi Kinerja 

Kode 

1. 91≤100 Sangat Baik Biru 

2. 76≤90 Tinggi Hijau Muda 

3. 66≤75 Sedang Kuning Tua 

4. 51≤65 Rendah Kuning Muda 

5. <50 Sangat Rendah Merah 

 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level 

sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level 

sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran 

dengan indkator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana 

kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk 

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau 

minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. 
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Tabel 3.1 
Capaian Kinerja Tahun 2020 

 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISA
SI   

CAPAIA
N  (%)  KET. 

1. 

Terpenuhinya tahapan awal 
SPM Bidang perumahan 
melalui penyediaan data  
masyarakat yang berpontensi 
menjadi korban bencana dan 
relokasi program pemerintah 
provinsi 
 

Dokumen data awal untuk 
penyediaan dan rehabilitasi 
rumah layak huni bagi korban 
bencana  dan fasilitasi 
penyediaan rumah layak huni 
bagi masyarakat yang terkena 
relokasi program pemerintah 
 

Dokumen 
 

1 
 

1 100 - 

2 

Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas Sarana, Prasarana, 
dan Utilitas Umum pada 
Kawasan Permukiman  

Panjang jalan dan drainase di 
kawasan permukiman 

 
Meter 

 
18.000 0 0 

Anggaran di 
realokasi untuk 
refokusing 
penanganan 
Covid-19 

3 

Meningkatnya cakupan 
kabupaten kota yang memiliki 
data pertanahan untuk 
perumahan dan kawasan 
permukiman 
 

Jumlah ketersediaan lahan (Ha) 
untuk pengembangan perumahan 
dan kawasan permukiman 
 

Ha 5.000 3.267,34 65,34 - 
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3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi terhadap 

target yang ditetapkan, kendala/masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, 

dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di 

masa yang akan datang.  

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi 

dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Uraian dan analisis capaian 

kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang perumahan melalui penyediaan 

data masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana dan relokasi 

program pemerintah provinsi. 

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada kumulatif dokumen yang 

dihasilkan dalam rangka dukungan teknis kebijakan terkait pelaksanaan SPM  

bidang Perumahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran 

tersebut dilaksanakan Program Pengembangan Perumahan, dalam bagian 

kegiatan Perencanaan Kegiatan Perumahan dan Permukiman. Alokasi anggaran 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 

untuk mewujudkan sasaran tersebut pada kondisi sebelum realokasi anggaran 

adalah sebesar Rp. 250.000.000,- dan setelah realokasi anggaran bertambah 

sebesar Rp. 13.850.000,- menjadi Rp. 263.850.000,- dengan realisasi sebesar 

Rp.263.491.326,- atau 99,86%. Adapun capaian sasaran pada tahun 2020 telah 

memenuhi target jumlah dokumen yang ditetapkan dan mencapai 100%. Kendala 

dan permasalahan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19 adalah perjalanan ke 

kabupaten yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar tertunda 

sementara. Hal ini dapat secara berangsur-angsur diatasi dengan penerapan 

protokol kesehatan. Kondisi pencapaian SPM tidak dapat diperbandingkan dengan 

Renstra karena dalam Renstra 2016-2021 tidak memuat target capaian SPM, 

namun dalam ketentuannya SPM wajib terpenuhi 100%. 

3.2.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum 

pada Kawasan Permukiman 

Merupakan sasaran komposit yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan 

PSU kawasan permukiman yang merupakan amanat UU 23 tahun 2014. Capaian 

pada sasaran ini diukur berdasarkan capaian pembangunan PSU Kawasan 
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permukiman berupa drainase dan jalan lingkungan permukiman.  Untuk 

mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan 

Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman 

dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman.  

Untuk mewujudkan sasaran tersebut pada APBD murni TA. 2020 awalnya 

dianggarkan sebesar Rp.38.512.193.708,33. Tetapi karena terjadinya pandemi 

covid-19, ada kebijakan dari Pemerintah untuk refocusing anggaran guna 

penanganan Covid-19, sehingga anggaran tersebut berkurang sebesar 

Rp.38.483.075.708,33 dan menjadi Rp.29.118.000,-, dengan konsekuensi 

sebagai berikut : 

a. Semua paket konstruksi fisik dan jasa konsultasi dibatalkan;  

b. Total nilai pagu kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur Rp.38,512 milyar 

menjadi hanya sebesar Rp.29,118 juta yang merupakan nilai SPJ dari 

pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk administrasi NPHD ke 

kabupaten/kota; 

c. Sehingga anggaran pendukung sasaran strategis ini direalisasikan sebesar 

Rp. 29.118.000,- atau 100% berdasarkan pagu APBD setelah direalokasi 

anggaran. 

d. Capaian indikator yang ditargetkan sebanyak 18.000 Meter tidak tercapai atau 

sama dengan 0%. 

 

Apabila berdasarkan pada target Renstra pada tahun 2020 adalah sebesar 76.000 

meter dengan realisasi  0 Meter. Perbedaan target Renstra dan target tahunan 

pada APBD 2020 disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia, 

sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan target Renstra.  

Pada tahun 2019 indikator tercapai sebesar 49.480 meter dari target sebesar 

76.000 meter atau 65,11%. Jika dikumulatifkan sejak tahun 2017 maka capaian 

Renstra sampai dengan tahun 2020 hanya tercapai 141.480 meter atau baru 

sebesar 46,08%.  
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Tabel 3.2 
Analisis Capaian Kinerja Panjang Jalan dan Drainase di Kawasan Permukiman 

Tahun 2017 s/d 2020 

Indikator Kinerja 

Target per Tahun Pelaksanaan Renstra dan Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Target 

(Meter) 

Realisasi 

(Meter) 
% 

Target 

(Meter) 

Realisasi 

(Meter) 
% 

Target 

(Meter) 

Realisasi 

(Meter) 
% 

Target 

(Meter

) 

Realisasi 

(Meter) 
% 

Target 

(Meter) 

Panjang 
jalan dan 
drainase di 
kawasan 
permukiman 

Jala

n 

26.000  18.000 69,23 47.000  37.00

0 

78,72 30.000  42.000 140,00 30.000  0 0 30.000  

Drai

nase 

35.000  28.000 80,00 47.000  9.000 19,15 46.000  7.480 16,26 46.000  0 0 46.000  

Jumlah 61.000  46.000 75,41 94.000  46.000 48,93 76.000  49.480 65,11 76.000  0 0 76.000  

 

Secara grafis, trend pergerakan kenaikan/penurunan capaian kinerja Panjang dan 

drainase di Kawasan permukiman Tahun 2017 s/d 2020 disajikan pada gambar 

berikut ini: 

 

 

Gambar 1. Grafik Capaian Kinerja Panjang Jalan dan Drainase di Kawasan Permukiman Tahun 
2017 s/d 2020 
 

Peringkatan capaian kinerja pada indikator ini terus mengalami peningkatan 

sampai pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan 

dikarenakan pemotongan anggaran sehingga tidak ada capaian terhadap indikator 

panjang jalan dan drainase di kawasan permukiman. 

 

3.2.3 Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data 

pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman 

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah ketersediaan 

data lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. 

2017 2018 2019 2020
Pjg. Jalan dan drainase
di kawasan permukiman 46.000 46.000 49.480 0

46.000 46.000
49.480

00

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

M
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Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Penataan, 

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam kegiatan 

Inventarisasi dan Verifikasi Ketersediaan Lahan untuk PSU. 

Pada tahun 2020 sasaran dari program tersebut adalah untuk menyiapkan 

database bagi pelaksanaan program pertanahan dimana Bidang Pertanahan 

sebagai bidang yang melekat pada SOPD Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan membutuhkan data dasar sebagai bahan 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertanahan kedepan yang lebih 

komprehensif sesuai dengan tupoksinya. 

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

Anggaran 2020 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar 

Rp.100.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 99.750.000,- atau 99,75%. 

 
Tabel 3.3 

 Analisis Capaian Kinerja Inventarisasi Ketersediaan Lahan Untuk PSU 

Tahun 2018 s/d 2020 

 

Secara grafis, trend pergerakan kenaikan/penurunan capaian kinerja Inventarisasi 

Ketersediaan Lahan Untuk PSU Tahun 2017 s/d 2020 disajikan pada gambar 

berikut ini: 

Uraian Target per tahun pelaksanaan renstra dan capaian 
2018 2019 2020 2021 

Target 
(Ha) 

Realisasi 
(Ha) 

% Target 
(Ha) 

Realisasi 
(Ha) 

% Target 
(Ha) 

Realisasi 
(Ha) 

% 2021 

Jumlah 
ketersediaan 
lahan untuk 
pengembangan 
perumahan 
dan kawasan 
permukiman 

51.422 885.324,67 1.721,68 35.000 42.625,52 121,78 5.000  3.267,34 65,34 30.000  

Jumlah 51.422 885.324,67 1.721,68 35.000 42.625,52 121,78 5.000 3.267,34 65,34 30.000 
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Gambar 2. Grafik Analisis Capaian Kinerja Inventarisasi Ketersediaan Lahan Untuk PSU Tahun 
2017 s/d 2020 

 

Pada tahun 2018 capaian kinerja sasaran melampaui target yang ditetapkan yaitu 

885.243,67 Ha atau 1.721,68% dari target sebesar 51.422 Ha. Hasil capaian 

diatas dicapai karena optimalnya data yang tersedia yang bisa dihimpun dari 

perangkat daerah bidang pertanahan, pemerintah kecamatan dan pemerintah 

desa di 13 kabupaten dalam wilayah provinsi Kalimantan Tengah. 

Untuk capaian kinerja sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah 42.625,12 Ha 

atau 121,78% dari target sebesar 35.000 Ha. Hasil capaian diatas sudah 

melampaui target yang ditetapkan namun adanya penurunan jumlah data luasan 

dibandingkan perolehan data luasan di tahun 2018. Hal ini disebabkan karena 

pada tahun 2019 data luasan ketersediaan lahan untuk PSU di sebagian besar 

desa-desa di 14 kabupaten/kota yang tidak diinventarisasi ditahun 2018 belum 

semua menyampaikan data dimaksud ke pemerintah kecamatan yang selanjutnya 

oleh pemerintah kecamatan disampaikan ke pemerintah kabupaten sebagai data 

perangkat daerah bidang pertanahan di kabupaten/kota,  

Pada Tahun 2020 target dari indikator kinerja sebesar 5.000 Ha namun realisasi 

capaian kinerja sebesar 3.267,34 Ha atau hanya 65,34%. Hal ini disebabkan 

karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut hanya bisa dilaksanakan 

untuk 4 (empat) Kabupaten saja yang seharusnya untuk 14 kabupaten/kota. Di 

samping itu ada beberapa instansi di Kabupaten yang membidangi pertanahan 

belum optimal dalam memberikan data yang diminta. 

2018 2019 2020
Realisasi 885.325 40.925 3.267
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3.2670,00
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Dengan demikian akumulasi jumlah lahan yang telah terdata sampai dengan 

tahun 2020 adalah sebesar 931.217,53 Ha, atau mencapai 1.018,59 % 

melampaui akumulasi target 2018-2020 sebesar  91.422,00 Ha. 

Kondisi pencapaian IKU tidak dapat diperbandingkan dengan Renstra karena 

terdapat perbedaan satuan indikator, dalam Renstra 2016-2021 indikator berupa 

laporan, dan dalam IKU berupa luas lahan dalam hektare. 

 

3.3 Realisasi Anggaran 

Pagu anggaran Disperkimtan sebelum realokasi sebesar Rp.48.778.308.458,33,-, 

sedangkan setelah realokasi sebesar Rp.8.103.932.479,00,-. Dimana serapan anggaran 

belanja langsung secara total pada tahun 2020 sebesar Rp.7.864.568.164,00 atau 

97,05%. Sedangkan realisasi anggaran dari program dan kegiatan utama (strategis) 

sebesar 99,85%. 

Untuk analisis serapan anggaran per sasaran strategis adalah sebagai berikut: 

Dengan kondisi anggaran setelah realokasi, maka anggaran yang mendukung sasaran 

strategis menjadi sebesar Rp. 392.968.000,00, maka jika ditinjau dari realisasi anggaran 

per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran 

“Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada 

Kawasan Permukiman” dengan serapan sebesar 100%. Sedangkan serapan terkecil 

berada pada sasaran “Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data 

pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman” dengan serapan sebesar 

99,75%.
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Tabel 3.4 
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2020 

 
No. Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Capaian 

Kinerja (IKU) 
Anggaran (Rp.) Realisasi 

(Rp.) 
Capai
an (%) 

Realisa
si 

% Sebelum 
Realokasi  

Setelah 
Realokasi 

  

1 Terpenuhinya tahapan awal 
SPM Bidang perumahan melalui 
penyediaan data  masyarakat 
yang berpontensi menjadi 
korban bencana dan relokasi 
program pemerintah provinsi 

Dokumen data awal untuk 
penyediaan dan rehabilitasi 
rumah layak huni bagi 
korban bencana  dan 
fasilitasi penyediaan rumah 
layak huni bagi masyarakat 
yang terkena relokasi 
program pemerintah 

 

1 
Dokumen 

1 100 250.000.000,00   263.850.000  263.491.326 99,86 

2 Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas Sarana, Prasarana, 
dan Utilitas Umum pada 
Kawasan Permukiman  

Panjang jalan dan drainase 
di kawasan permukiman 

18.000 
Meter 

0 0 38.512.193.708,33     29.118.000  29.118.000 100,00 

3 Meningkatnya cakupan 
kabupaten kota yang memiliki 
data pertanahan untuk 
perumahan dan kawasan 
permukiman 

Jumlah ketersediaan lahan 
(Ha) untuk pengembangan 
perumahan dan kawasan 
permukiman 

 

5000 
Ha 

3.267,34 65,34 100.000.000,00   100.000.000  99.750.000 99,75 

Total anggaran pendukung sasaran strategis 38.862.193.708,33  
 

392.968.000  
 

392.359.326 99,85 
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Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai 

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program Tahun 2020  

 (Yang Mendukung Sasaran Strategis) 
 

No Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi 
(Rp.) Capaian 

(%) Sebelum 
Realokasi  

Setelah 
Realokasi 

1 Program Pengembangan 
Perumahan 

250.000.000,00      263.850.000  263.491.326 99,86 

2 Program Peningkatan dan 
Pengembangan 
Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum Kawasan 
Permukiman 

38.512.193.708,33        29.118.000  29.118.000 100,00 

3 Program Penataan, 
Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 

100.000.000,00      100.000.000  99.750.000 99,75 

Jumlah 38.862.193.708,33 392.968.000 392.359.326 99,85 
 
 

Analisis efisiensi  

Dengan kondisi anggaran setelah realokasi, maka anggaran yang mendukung sasaran 

strategis yang semula sebesar Rp.38.862.193.708,33,- menjadi hanya Rp. 392.968.000,-,  

jika ditinjau dari realisasi anggaran per program, maka hasil analisis efisiensi  yang didapat 

adalah sebagai berikut: 

a. Pada Program Pengembangan Perumahan, pagu sebesar Rp. 263.850.000,- dengan 

capaian IKU 100%, hanya membutuhkan realisasi keuangan sebesar Rp. 263.491.326,- 

atau 99,86%, sehingga terjadi efisiensi anggaran. 

b. Pada Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

Kawasan Permukiman, pagu sebesar Rp. 29.118.000,-, target IKU sama sekali tidak 

tercapai atau sama dengan 0%, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai efisensi 

anggaran. Hal ini dikarenakan adanya perubahan anggaran yang besar yaitu terjadinya 

penurunan anggaran sebagai akibat realokasi dan refokusing kegiatan karena pandemi 

Covid-19. Sehingga target fisik pada program tersebut tidak dapat tercapai dan nilai pagu 

yang ada hanya merupakan nilai pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang 

sudah terlanjur di operasionalkan pada awal tahun anggaran. 

c. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, pagu 

sebesar Rp.100 Juta, dengan capaian target IKU sebesar hanya 65,34% sehingga juga 

tidak dapat diperhitungkan sebagai efisiensi; 
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Pelaksanaan kinerja pada tahun 2020 menyajikan kondisi yang sangat berbeda dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan pengaruh nyata dari penyebaran pandemi Virus 

Corona yang melanda Kalimantan Tengah. Sebagai gambaran secara rill bahwa Disperkimtan 

kehilangan anggaran belanja langsung sebagai dampak realokasi penanganan Covid-19 

sebesar 83,38% dari kondisi awal sebesar Rp.48.778.308.458,33 menjadi 

Rp.8.103.932.479,00. Anggaran yang terpangkas ini berada pada anggaran yang mendukung 

sasaran strategis dan pencapaian IKU, dengan mengikuti kebijakan Gubernur maka 

penetapan prioritas daerah fokus pada penanganan Covid-19 sehingga beberapa sasaran 

dan IKU yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara formal merupakan media 

pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. 

Media pertanggung jawaban ini ditujukan kepada pemberi amanah atau pihak yang 

memberikan delegasi wewenang dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang 

diminta oleh pihak-pihak yang terkait (Stakeholder). 

Dengan demikian disamping LKIP sebagi media pertanggungjawaban pelaksanaan 

misi organisasi juga merupakan proses mengevaluasi diri sendiri sehingga akan 

bermanfaat untuk lebih inovatif dan rasional dalam: 

1. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kepada 

pencapaian hasil; 

2. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar 

terfokus pada sasaran; 

3. Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan; 

4. Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil; 

5. Meningkatkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan jangka panjang. 

 

4.1  Capaian Kinerja IKU 

Penilaian hasil akhir capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 

merupakan rangkaian dari akumulasi penilaian yang dilaksanakan secara berkala 

setiap 3 bulan selama tahun 2020, dengan mengacu pada RENSTRA PD Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 yang telah disepakati. 

Penilaian ini dilakukan oleh tim dengan mengukur, mengevaluasi dan menganalisa 

data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan 

dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas. 

Dari hasil penilaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 

3 (tiga) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan secara umum bahwa meskipun 

adanya rasionalisasi anggaran, capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan 
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Permukiman dan Pertanahan  Provinsi Kalimantan Tengah relatif baik dengan 

perincian sebagai berikut: 

1. Hanya sasaran strategis “Terpenuhinya tahapan awal SPM Bidang perumahan 

melalui penyediaan data  masyarakat yang berpontensi menjadi korban bencana 

dan relokasi program pemerintah provinsi” yang mampu mencapai target yang 

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. 

2. Sasaran strategis yakni “Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana, 

dan Utilitas Umum pada Kawasan Permukiman” tidak mampu mencapai target 

dengan realisasi 0%, Hal ini di karenakan terjadinya realokasi anggaran Program 

Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

Kawasan Permukiman dengan pengurangan sebesar 99,24%. 

3. Sasaran strategis “Meningkatnya cakupan kabupaten kota yang memiliki data 

pertanahan untuk perumahan dan kawasan permukiman” mencapai realisasi 

kinerja sebesar 65,34%. 

 

4.2  Permasalahan 

Permasalahan yang sangat menghambat pencapaian target indikator sasaran 

strategis serta realiasasi anggaran selama tahun 2020, yaitu meliputi: 

1) Kebijakan nasional dan daerah untuk realokasi dalam rangka refokusing 

anggaran pendukung sasaran strategis/IKU dalam upaya penanganan 

penyebaran pandemi Covid-19. 

2) Pembatasan interaksi dan kegiatan dalam rangka mencegah penyebaran 

pandemi Covid-19. 

3) Terbatasnya anggaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan 

kegiatan inventarisasi dan koordinasi ketersediaan lahan untuk PSU. 

 

4.3  Upaya Tindak Lanjut 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan 

dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain: 

1) Reformulasi target indikator kinerja utama menyesuaikan kondisi keuangan 

daerah; 
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